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Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Muara Labuh 

Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  

tanpa seizin Pengadilan Agama Muara Labuh 
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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 
Jl. Raya Muara Labuh- Padang Aro KM 12 , Ampalu 

Kecamatan Pauh Duo 
web: pa-muaralabuh.go.id 

email : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id 

Nomor SOP  SOP/AP/61 

Tanggal Pembuatan  01 Maret 2018 

Tanggal Revisi  31 Desember 2021 

Tanggal Efektif  03 Januari 2022 

 
 

 

SOP PELAYANAN PENGADUAN 
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-undang Nomor .7  Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang sudah di ubahmenjadi Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah di ubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

2. Pasal 120 HIR / 144 RBg 

3. Peraturan Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2016 

tentang Pedoman Penanganan Pengaduan 

4. Keputusan Mahkamah Agung nomor 

KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan 

dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan 

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 

5. Keputusan Mahkamah Agung nomor 

KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Peradilan Agama 

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA 

NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan 

peradilan 

7. Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Peradilan Agama 

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan 

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di 

Bawahnya 

 

1. Memahami Pedoman Penanganan Pengaduan 

2. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian 

Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 

3. Menguasai aplikasi SIWAS 

4. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan 

Penanganan Pengaduan 

5. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak 

terkait 

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN 

1. Manual Mutu 

 

 

1. Data-data pendukung 

2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 

3. Jaringan internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

1. Batas waktu penyelesaian pengaduan masyarakat 3 

hari kerja sejak pengaduan diterima 

2. Keterlambatan Penanganan Pengaduan akan 

merugikan masyarakat 

1. Checklist Persyaratan  

2. Buku Register Pengaduan 
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SOP PELAYANAN PENGADUAN 

 

 

No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
PPID 

Panmud 

Hukum 
Ketua Kelengkapan Waktu Output 

1 Petugas pelayanan 

pengaduan menerima dari 

masyarakat secara lisan, 

surat tertulis, e-mail, 

telepon/fax, sms dan 

website. 

   Surat 

Pengaduan 

30 

menit 

Surat 

Pengaduan  
 

2 Petugas memilah jenis 

pengaduan mengenai 

perkara atau non perkara 

dan bisa langsung dijawab 

atau berkoordinasi dengan 

pejabat 

   Surat 

Pengaduan 

5 menit Surat 

Pengaduan 
 

3 Memberikan 

respon/jawaban langsung 

untuk pengaduan yang 

bisa dijawab 

   Surat 

Pengaduan 

15 

menit 

Jawaban 

Pengaduan 
 

4 Berkoordinasi dengan atau 

melapor kepada pejabat 

untuk pengaduan yang 

tidak dijawab/direspon 

langsung 

   Surat 

Pengaduan 

15 

menit 

Jawaban 

Pengaduan 
 

5 Pejabat memberikan 

penjelasan mengenai 

tindak lanjut penanganan 

pengaduan 

 

   Surat 

Pengaduan 

15 

menit 

Prosedur 

Pengaduan 
 

6 Petugas memberikan 

jawaban/respon kepada 

yang mengadu sesuai 

penjelasan pejabat atas 

pengaduan yang 

dikoordinasikan/dilaporka

n kepada pejabat. 

Jawaban/respon 

disesuaikan dengan 

bentuk pengaduannya 

   Prosedur 

Pengaduan 

15 

menit 

Jawaban 

Pengaduan 
 

7 Pejabat melaporkan 

kepada pimpinan 

pengaduan yang tidak bisa 

direspon olehnya 

   Surat 

Pengaduan  

10 

menit 

Surat 

Pengaduan 
 

8 Pimpinan 

merespon/mejawab 

pengaduan masyarakat 

menurut kewenangannya. 

   Surat 

Pengaduan 

1 hari Jawaban 

Pengaduan 

dari 

Pimpinan 

 

Waktu Yang di perlukan :  1 Hari 105 Menit 


